
ten tang 

Republik 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah 

daerah dan dapat menjadi acuan dalam memperoleh izin 

penelitian; 

c. bahwa untuk efektivias dan optimalisasi pelayanan izin 

penelitian, iz: _:1 prakt.k kerja lapangan, dan izin kuliah 

kerja nyata perlu diselenggarakan pelayanan perizinan; 

d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian, 

Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata; 

:1. U dang-undai g Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 172); 

bah an menjadi penelitian 

a. bahwa berds. sarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri 

Dalam Neger: Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penerbitan Rckomendasi Penelitian, Bupati melalui 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan 

bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian 

lingkup Kabuoaten ; 

b. bahwa rekomendasi 

• 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y t\NG MkiA ESA BUPATI BUTON TENGAH, 

Menimbang 

TEN TANG 

IZIN PENELITIAN, IZII. PRAKTK KERJA LAPANGAN, DAN 

IZIN Kl.LIAH KI:RJA NYATA 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 

NOMOF'. 3 . ~~AHUN 2020 

BUPA' . I BUTON TENGAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



PERATURAN BUPATl TENTANG IZIN PENELITIAN, 

IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN IZIN KULIAH 

KERJA NYATA . 

N~ EMUTU~,KAN : 

Indonesia Tahun 201,i, Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

undang Nomo: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 567; 

3. P raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah . )aerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

4. P raturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata 

cara pelaksariaan kerj asama Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 

ten tang Pedoman Penertiban Rekomendasi 

P nelitian (Be ita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2() 11 Nomor 867) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penerbitan ~ekomendasi Penelitian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114); 

• ' . 

Menetapkan 



BABI 
KETENTlJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini ya:~tg dirr.aksud dengan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistei ratis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkait: n dengan pemahaman dan pembuktian 

kebenaran atau ketidak brnaran sruatu asumsi dan/ atau hipotesis di 

bidang i mu pengetahuar. dan teknologi serta menarik kesimpulan 

ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Praktik kerja Lapangan ate. 1 Praxti :<: Pengenalan Lapangan atau Praktik 

Kerja Ind ustri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang 

selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa, siswa sekolah atau pengajar / pendidkan / Dosen sebagai 

wahana prakti dari ilmu yang di pelajari di bangku kuliah, sekolah 

atau ilmu pengetahuai da n teknol ogi yang dimiliki yang dilakukan di 

lingkungan pemerintahan Daerah 

3. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis 

yang selanjutnya disebut f~KN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa sebagai wahanan pembelajaran dan sosialisasi serta 

pengabdian ilmu yang didapt di bangku kuliah yang dilakukan baik 

dengan masyarakat, wilaya h Daerah, instansi pemerintahan dan /atau 

instansi non emerintahai, termasuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau 

persetujuan terhadap usula.n penelitian, 

5. Izin Penelitian. Izin Praktik Ke ja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja 

Nyata yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan 

kepada setiap orang pribadi atau Badan termasuk perguruan tinggi, 

dan/atau lembaga nirlaba untuk dapat melaksanakan penelitian, 

praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata. 

6. Peneliti adalah Warga 1 ·egara. [ndonesia baik sebagai individu, 

lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur 

pemerintahan, organisasi kernasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang 

melakukan penelitian. 

7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 

anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kegiatan. profe si, tugas, fungsi, agama, dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta 

.. --~ 



• 

dalam pembangunan dalarn rar.gka mencapai tujuan nasional dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. 

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. 

9. Lembaga nirla a adalah lernbaga non pemerintah meliputi lembaga 

pendidikan, lembaga peIatihan, lembaga penelitian/pengkajian, 

badan eksekutif mahasis va, dan pondok pesantren, termasuk 

lembaga ~ wadaya masyaral.at lainnya. 

10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan u saha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Baclan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, . ayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

orgamsasi lainnya, lernbaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investa.si kolektif dan bentuk usaha tetap, dan 

perguruan tinggi serta lembaga nirlaba, 

11. Daerah adalah Kabupaten I' uton Tengah. 

12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 

13. Bupati adalah Bupati Bu ton Tengah. 

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut 

Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Buton Tengah. 

15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut 

Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Buton Tengah. 

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Buton Tengah. 

17.Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabi..paten Buton Tengah. 

18. Perangkat Dae ah yang se lanju tnya disingkat PD adalah Perangkat 

Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, praktik kerja 

lapangan, dan kuliah kerja nyata . 

_- ~ 



Pasal6 

Rekomendasi penelitian diberik.s.n dengan tujuan: 

a. untuk bahan pertimbangan pemberian izin penelitian; 

b. untuk acuan bagi peneliti dalam m ernperoleh izin penelitian; dan 

c. untuk tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah. 

Pasal5 

( 1) Setiap orang pribadi atar Badan yang melakukan penelitian wajib 

mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin 

penelitian. 

(2) Rekomendasi penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol. 

Lagian Kesatu 
Rekomendasi Penelitian 

BAB [II 

IZIN PENELITIAN 

Pasal4 

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat 

di pindah tangankan. 

Pasal3 

Penerbitan izin s bagaimana dimaks d dalam Pasal 2 ayat (2) tidak 

dikenakan biaya. 

• 

BAB II 
KETE>ITUA'I PERIZINAN 

Pasa.12 

(1) Setiap orang pribadi atau ~3adan yang melakukan kegiatan penelitian, 

PKL, dan/atau KKN di wilavah Zdaerah wajib memiliki izin. 

(2) Izin sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) meliputi: 

a. izin penelitian bagi orang prihadi atau Badan yang melakukan 

kegiatan penelitian; 

b. izm PKL bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan 

kegiatan PK ; dan 

c. izin KKN bagi orang prihac.i atau Badan yang melakukan 

kegiatan KKN. 

(3) Izin penel itian dan Izin PKL diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol. 

(4) Izin KKN diterbitkan oleh Kepala Bappeda . 



peneliti/penanggung 

jawab/ketua/koordinatorpeneliti yang masih berlaku; dan/atau 

a. proposal penelitian yang berisi : 

1. la tar be lakang; 

2. maksud dan tujuan; 

3. ruang lingkup; 

4. jangka waktu penelitian; 

5. lama peneliti; 

6. sasaran / target pene litian. 

7. metode penelitian; 

8. lokasi penelitian; dan 

9. hasil yang diharapkan dari penelitian; 

b. fotokopi Kartu '~anda Penduduk 

Pasal8 

(1) Surat permohonan penerl itan rekomendasi penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dilampin dengan persyaratan: 

kemasyarakatan, untuk 1 eneliti organisasi kemasyarakatan; atau 

f. pimpinan yang membidaigi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, 

untuk peneliri organisasi -1irlaba lainnya. 

organisasi dari penelitian me mbidangi yang e. pimpinan 

Pasal 7 

Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Kepala 

Bakesbangpol melalui surat perrnohonan yang turut di tandatangani 

oleh: 

a. kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan 

untuk pene1iti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi 

dan/atau lembaga nirlaba; 

b. pimpinan yang memt idangi penelitian dari perguruan tinggi 

dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang 

berasaJ dari perguruan tit ggi dan/atau lembaga nirlaba; 

c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang 

bersangkutan, untuk peneliti badan usaha; 

d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk 

peneliti aparatur pemerir.tahan; 



Pasal :t 1 

(1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 

(2) Rekomendasi p melitian dapat diperoanjang selama 6 (enam) bulan atas 

permohonan tertulis dari pet ilik rekomendasi. 

(3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 

(empat belas) hari sebelurn masa rekomendasi penelitian berakhir 

dengandilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya. 

(4) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berlaku bagi peneliti dengan jangka waktu penelitian lebih dari 6 

(enam) bulan. 

Pasal lO 

Penerbitan hasil verifikasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat 

permohonan penerbitan rekomendasi oenelitian diterima dengan lengkap 

dan benar. 

Pasal9 

(1) Bakesbangpol melakukan verifikasi permohonan penerbitan 

rekomendasi enelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Hasil verifikasi erupa : 
a. penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; atau 

b. penolakan penerbitan rekornendasi penelitian, apabila peneliti 

tidak memenuhi persj aratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dan asal 8. 

c. fotokopi akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, 

organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya. 

(2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan 

penelitian. 

.. - - !.i. 



r enelitia n diserahkan kepada Kepala 

Pasal l6 

( 1) Setiap pemilik izin pene.itian wajib menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan pene J itiannya. paling lama 6 ( enam) bulan sejak 

berakhimya izin. 

(2) Laporan pelaksanaan 

Bakesbangpol. 

(1) Izin penelitian berlaku selarna 3 (tiga] bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas 

permohonan tertulis dari pe rnilik izin. 

(3) Pengajuan perpanjangan zin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari 

sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil 

kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

Pasal l5 

Pasal 14 

Izin penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol paling lama 3 (tiga) 

hari kerja sejak permohonan izin penelitian diterima secara lengkap dan 

benar. 

Pasal l3 

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian yaitu rekomendasi penelitian. 

Pasal l2 

( 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penelitian 

mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau akses ke laman yang 

ditentukan dengan mengisi rormulir yang telah disediakan. 

(2) Permohonan izin penelitian dilampiri dengan persyaratan berupa 

rekomendasi penelitian. 
(3) Laman yang ditentukan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

oleh Kepala Bakesbangpol. 

3agian Kedua 
Prosedur Penerbi tan Izin Penelitian 

... 



Pasal 19 

Kepala Bakesbangpol dalam mernberikan izin PKL mendasarkan pada: 

a. kesesuaian antara ilmu yang clipelajari dengan tugas pokok dan 

fungsi perangkat daerah ·:empat dilaksanakannya PKL; dan 

b. intensitas volume pekerja an perangkat daerah. 

Pasal 18 

(1) Setiap perguruan tingg: dan lembaga nirlaba yang akan 

melaksanakan PKL me ngajukan permohonan kepada Kepala 

Bakesbangpol secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan 

dengan mengisi formulir yai g telah disediakan. 

(2) Permohonan izi PKL dilampiri dengan persyaratan berupa : 

a. surat permohonan pet erbitan izin PKL; 

b. rekomendasi lokasi PJ L dari Kepala PD lokasi PKL; 

c. proposal egiatan PKL yang berisi keterangan: 

1. maksud dan tuju an PKL; 

2. daftar nama dar jumlah peserta PKL, disertai dengan data 

bidang keilmuan calon peserta; 

3. jadwal pelaksana.an PKL; 

4. metode PKL; 

5. penanggung jawab PKL; dan 

d. surat pernyataan sanggup me nyerahkan hasil pelaksanaan PKL. 

(3) Laman yang ditentukar. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Bakesbangpol. 

Bagian Ked ua 
Prosedr. r Penerbitan Izin PKL 

Pasal :.7 

(1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan 

permohonan izin PKL wajib rnela.kukan konsultasi kepada Kepala 

Pemerintah Daerah ( PD) ternpat pelaksanaan PKL dalam rangka 

sinkronisasi p ogram, sasaran, clan lokasi pelaksanaan PKL. 

(2) Kepala Pemerintah Dae rah (PD) berdasarkan hasil konsultasi 

menerbitkan rekomendasi lokasi PKL. 

Bagian Kt:satu 

Rekornendas.i Lokasi 

BABI'I 

IZIN Pr~ 



Pasal22 

(1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat] hulan sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas 

permohonan tertulis dari i:emilik izin. 

(3) Pengajuan perpanjangan izin P:'{L paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 

masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan basil kegiatan 

PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya, 

Pasal 21 

(1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol 

melalui Kepala Pemerintab Daerah :PD) lokasi PKL. 

(2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat 

paling sedikit: 

a. latar belakang; 

b. permasalahan; 

c. lokasi PKL; 

d. maksud dan tujuan; 

e. pelaksanaan PKL; dan 

f. kesimpulan dan sarar.. 

Pasal 20 

(1) Kepala Bakesbangpol n.elakukan verifikasi surat permohonan 

penerbitan izi PKL beserta pe rsyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18. 
(2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala 

Bakesbangpol dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak berkas permohonan ciiterima aecara lengkap dan benar. 

(3) Keputusan atas permohor.an izin PKL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa : 

a. pemberian izin PKL; atau 

b. penolakan pemberian fain PKL. 



Bagian Ked ua 

Prosedu- Penerbitan Izin KKN 

Pasal24 

(1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan 

melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Kepala Bappeda. 

(2) Permohonan izin KKN dilampiri den gan persyaratan berupa: 

a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau 

lembaga nirlaba; 

b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (2); 

c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit: 

1. calon lokasi KKI · yang akan ditempati meliputi nama 

Padukuhan, Desa, dan Kecarnatan; 

2. data peserta KKN sesuai der.gan cakupan lokasinya; 

3. jadwal elaksanaan KKN; 

4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan; 

5. program dan kegiatan KKN; 

6. data penanggung jawab dan/ atau dosen pembimbing 

lapangan; dan 

Pasal :23 

(1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan 

permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda 

dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan 

KKN. 
(2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 

pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh : 

a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di 

lingkungan Daerah; atau 

b. persetujuan lokasi dar. Kepala Pemerintah Daerah (PD) apabila 

pelaksanaan KKN di lin gkungan Pemerintah Daerah. 

(3) Surat persetujuan lokas.. KKN dari Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat. 

Eagian Kesatu 
Persetujuan Lokasi 

BAB 'I 

IZIN KKN 



Pasal29 

(1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda 

dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit : 

a. Latar bela ang; 

b. Permasalahan; 

c. Lokasi KKN; 

d. Maksud dan tujuan; 

Pasal28 

Setiap pemilik izin KKN wajib menya.npaikan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhimya izin. 

Pasal27 

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Pasal26 

(1) Bappeda melakukan verifikasi berkas permohonan izm KKN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

(2) Dalam melak anakan verifikasi permohonan penerbitan izin KKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda berkoordinasi dengan 

perangkat daerah terkait. 

(3) Keputusan atas permohoran izin (KN diberikan oleh Kepala Bappeda 

paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima 

secara lengkap dan benar. 

(4) Keputusan atas permohoran izm KKN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa : 

a. pemberian izin KKN; atau 

b. penolakan pemberian izin KITN 

Pasal 25 

Kepala Bappeda dalam member.kan izin KKN mendasarkan pada : 

a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah; 

b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN; 

c. lokasi KKN yang tidak turn pang tindih; 

d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan 

e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 

huruf a dan hurufb. 

d. surat pemyataan sanggu p menyerahkan hasil pelaksanaan KKN. 



Pasal44 

Setiap pemilik izin penelitian, izii PKL, d an izin KKN berkewajiban : 

a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada : 

1. Kepala Desa dan Cam.at bagi pernilik izin KKN; 

2. Kepala PD lokasi penelitian , ?KL atau KKN bagi pemilik izin 

penelitian, izin PKL, dan .zin KKN; 

b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku; 

c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/ atau Izin yang 

diberikan; dan 

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan/atau PKL kepada Kepala Bakesbangpol, dan laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala Bappeda. 

BAB VII 

HAK, KEWAJIBAN, LAR~NGAN, :)AN SANKSI ADMINISTRASI 

I agian Kesatu 

Hak, Kev.ajiban, dan Larangan 

Pasal ,1-3 

Setiap pemilik Izin berhak melaksanakan penelitian, PKL dan/ atau KKN 

sesuai dengan Izin yang diberiks.n. 

BAB VI 

PENDELEGASIAl\ Pe:MBERIAN IZIN 

Pasal ·l2 

Kepala Bakesbangpol dan Kepala Bappeda dapat mendelegasikan 

penandatangan Izin kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas 

pokok dan fun gsi. 

e. Pelaksanaan program clan kegiatan KKN; 

f. Laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima 

bantuan; dan 

g. Kesimpulan dan saran 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

sebanyak 1 (satu) eksemplar. 



BABVUI 

PELAKSANAAN, PEMBII\AAN DAN PENGAWASAN 

Pasal l~8 

1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian 

rekomendasi penelitian, izi 'l per.elitian, dan izin PKL dilakukan oleh 

Bakesbangpol. 

2) Pelaksanaan, pembinaan, ,_ an pengawasan atas pemberian izin KKN, 

dilakukan oleh Bappeda. 

3) Pelaksanaan pembinaan da.i pengawasan atas pemberian 

rekomendasi dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dikoordinasikan dengan PD :erkait. 

Pasal 47 

1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa 

peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut- turut 

dengan tenggang waktu masmg-masing 3 (tiga) hari. 

2) Rekomen asi dan Izin ) ang diberikan dicabut apabila pemilik 

rekomendasi atau pemilil: Izin t.dak melakukan perbaikan sesuai 

peringatan yang diberikan. 

3) Rekomendasi dan Izin ya.ng diherikan dapat dicabut tanpa melalui 

peringatan tertulis apat la kegiatan yang dilakukan melanggar 

kepentingan dan keselamata.n umurn. 

4) Pemberian sanksi administ· asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh: 

a. Kepala Bakesbangpol untuk rekomendasi izin penelitian, izin 

penelitian dan izin PKL; ,~ an 

b. Kepala Bappeda untuk izin KK~ 

Lagian Kedua 

Sar. gsi Ad mi nistrasi 

Pasa.146 

Setiap pemilik r komendasi atau pemilik Izin diberikan sanksi 

administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 dan Pasal 33. 

Pasal L.5 

Setiap pemilik rekomendasi da.n pemilik Izin dilarang menyalahgunakan 

rekomendasi atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang 

tercantum dalam do umen rekoi 1endasi atau Izin. 



ERAH KABUPATEN :3UTON TENGAH TAHUN 2020 

NOMOR ... 

KRETARIS DAERAH 
TEN BUTC~NGAH. --7 

»> .. ,~-- 

Diundangkan di Labungkari 
padatanggal~Januari2020 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Ditetapkan di Labungri 
pada tanggal 3bJanuari 2020 

Peraturan Bupati ini mulai berl aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatamya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 

Tengah. 

Pa~;al 51 

BABX 

KETE:NTUAN PENUTUP 

Pa~a150 

Hal-hal yang belum diatur dala.am Peraturan Buapti terkait Izin Penelitian, 

Izin Praktek kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata akan diatur dengan 

Keputusan Bupati. 

BAB IX 

KETE~'lTUAN PERALIHAN 

Pasal ·+9 

Pada saat Peraturan Bupati in. mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang 

telah diterbitkan dinyatakan .nasih tetap berlaku sampai dengan masa 

berlaku rekomenda i atau izin berakhir. 



Tembusan surat izin ini disampaikan kepada : 
1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan) 
2. Kepala Dinas Pol PP dan Dam) ar Kab. Buton Tengah 
3 . 

( ) 

KEPALA BAKESBANGPOL, 

Penanggung Ja vab 
Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Wajib melapor an kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah 
desa) dan atau kepala instansi unt.uk mendapat petunjuk seperlunya. 

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang 
berlaku 

3. Wajib menyampaikan laporun hasil pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 
(satu) eksemplar kepada Bu pati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten 
Buton Tengah 

4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang 
direkomendasikan. 

5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan- 
ketentuan di atas. 

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, 
diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan 
seperlunya. 
Setelah selesai pelaksanaan Penrlitian Saudara wajib menyampaikan laporan 
kepada kami 1 (satu) bulan setela. berakhimya Penelitian. 

selarna 3 .tiga] bulan mulai tanggal s.d . 

me ngadakan penelitian dengan judul .. 

Kepada 
Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
NIM/ NIP/ NIK 
J enis Kelamin 
Pekerjaan 
Alamat Rumah 
Untuk 
Lokasi 
Waktu 

1\1 ~NGIZINKAN : 

Dasar : Peraturan Bupati Buron Teng ah Nomor: / Tahun 2020. tentang 
Izin Penelitian, Kerja Lapangan dan Kuliah kerja nyata. 

Menunjuk : Surat dari .J ·omor Tanggal Hal . 

Kepada 
Yth .... 

di- 
Tempat 

lzin Pene litian 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Januari 2020 Labungkari, 

!! 

A. FORMAT SURAT IZIN PENELITlAN 
KOP SURAT BAKE;SBANGPOL 

LAMPIRI\~ KE.PlTUSAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR / BKBP/2020 
TANGGAL : 2020 



( ) 

Labungkari, . 

Yang membuat pernyata.an 

Pernyata.an kesangg pan ini mer ipakan bagian yang tidak terlepas dari izin 

penelitian yang kami lakukan di wilayah Ka oupaten Kabupaten Buton Tengah. 

Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 

(satu) bulan setelah berakhirnya penelitian. 

Dengan ini, menyata.kan sanggup untuk menyerahkan hasil penelitian kami yang 
berjudul: 

No. Mhs/NIM/ IP /NIK 

Instansi/ Perguruan Tinggi 

Alamat Insta.nsi/Perguruan Tinggi 

Alamat Rumah 

Dosen Pembimbing 

Kami yang bertanda tangan di baw.ah ini: 

Nama 

PERN't'ATAAN :,ANGGUP 

MENYERAIIKAN HASIL PENELITIAN 

B. FORMAT ERN 'ATAAN SAt,-GGU.::> MENYERAHKAN LAPORAN HASIL 

PENELITIAN 



Tembusan surat izin ini disampaikan kepada : 
1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan] 
2. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah 
3 . 

( ) 

KEPALA BAKESBANGPOL, 

Dikeluarkan di Labungkari 
Pada tanggal 

Setelab selesai pelaksanaan PKL Saudara wajib menyampaikan laporan kepada 
kami 1 (satu) bulan set lab berakhirnya PKL. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. terlebih dabulu menemui,' melaporkan diri kepada kepala instansi 

setempat untuk mendapat pctunjuk seperlunya 
2. Wajib men taati segala peraturun yang ada ditempat PKL. 
3. Wajib menyampaikan laporan basil pelaksanaan PKL sebanyak 1 (satu) 

eksemplar kepada Bupati melalui Ke pala Bakesbangpol Kabupaten Euton 
Tengah. 

4. Izin tidak disalahgunakan untuk k epentingan-kepentingan diluar yang 
direkomendasikan. 

5. Izin ini dapat dibatalkan sew.s.ktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan­ 
ketentuan di atas. 

Demikian izin ini dikeluarkan untuk c .igunaka n se bagaimana mestinya. 

mels xsanakan PKL siswa/mahasiswa di selama 
...... dari tanggal s.d . 

Kepada 
Nama 
NIP/NIK 
JABATAN 
Instansi/ Perguruan Tinggi 
Alamat 
Untuk 

Ml~NGIZINKAN : 

Menunjuk 

Peraturan Bupati B iton Tengah Nomor : Tahun 2020. 
Tentang Izin Penelit.an, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliab Kerja 
Nyata 
Surat dari Nomor Tanggal Hal . 

Dasar 

Tern pat 

Kepada 
Yth .... 

di- Izin Pene litian 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Januari 2020 Labungkari, 

KOP SC RAT HAKESBANGPOL 

C. FORMAT SURAT IZIN PRAKTE~~ KER,JA LAPANGAN (PKL) 

LAMPikAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR /BKBP/2020 
TANGGAL : 2020 



( ) 

Yang membuat pernyataan 

Labungkari, . 

Pernyataan kesanggu pan ini meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin 

PKL yang kami lakukan di wilayab Kabupaten Buton Tengah. 

Kepada Kepala Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 

1 ( satu) bulan setelah berakhirnya PKL. 

Dengan ini, menyatakan sangguj: untr k menyerahkan hasil pelaksanaan PKL 

Mahasiswa/ Siswa kami yang dilaksa aakan pada tanggal . 

sampai dengan berlokas i di . 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 

NIP/NIK 
Jabatan (Sela1:u Penanggung Jawab PKL) 

Instansi /Perguruan Tinggi/Sekolah: 

Alamat Instansi /Perguruan Tinggi 

PERNYATAAN SANGGUP MEI\YERAHKAN HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK 
KER.JA LAPANGAN (PKL) 

D. FORMAT PERNYATAAN SJ\NGGlP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL 
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LA.PANGAN (PKL) 

... - c 



- 

BUPATI BUTON TENGAH, 

( ) 

Yang membuat pernyata.an 

Labungkari, . 

Pernyata.an kesanggu an ini merupakan brgian yang tidak terpisahkan dari izin 

KKN yang kami lakukan di wilayah Kabupatcn Buton Tengah. 

Kepada Kepala Bappeda Kabupatcn Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah berakhimya KKN. 

Dengan ini, menyatakan sangguj: unt ik menyerahkan hasil pelaksanaan KKN 

Mahasiswa ka mi yang dilaksanakan pada tanggal . 

sampai dengan berlokasi di . 

Instansi / Perguruan Tinggi 
Alam.at Instansi/ Perguruan Tingg : 

(Selaku Penanggung Jawab KKN) 

PERNYATAAN SANGGUF MENYK~KAN HASIL PELAKSANAAN 
KULIAI·[ KERJA NYATA (KKN) 

Kami yang bertanda tangan di bas vah ini : 
Nama 
NIP/NIK 
Jabatan 

F. FORMAT PERNYATAAN s.c\NGGlJP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL 
PELAKSANAAN VULIAH KER.JI\ NYATA 

• 



SAMAHUDDIN 

BUPATI BUTON TENGAH, ...... ~. ill. -~·- 

: , 

t s: f<l.~ 
~~~ l 
?l~ ~f 1 

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada: 
1. Bupati Buton Tengah (sebagui laporan) 
2. Kapolres Baubau 
3. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah 
4. Camat /Lurah Desa ..... 

( ) 

Dikeluarkan di Labungkari 
Pada tanggal 

KEPALA BAPPEDA, 

Kepada 
Nama 
Nip/Nik 
Jabatan 
Instansi/Perguruan Tinggi: [selak: pen.mggung jawab KKN) Alam.at Instansi/ 

Pergu r uan Ting gi 
Untuk melak sanakan KKN mahasiswa dengan lokasi 

yang direkomendasikarr/ disetujui adalah 
selama dari tanggal s.d . 

Dengan ketent an sebagai berikut: 
1. Wajib me laporkan kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah 

desa) dan a tau kepala instar. si untuk mendapat petunjuk seperlunya. 
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang 

berlaku. 
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KKN sebanyak 1 (satu) 

eksemplar kepa a Bupati melalui Kepala Bappeda. 
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang 

direkomendasikan. 
5. Izin ini dapat dibatalkan sewiktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan- 

ketentuan di atas. 
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, 
diharapkan pejabat pemerintahj non pemerintah setempat memberikan bantuan 
seperlunya. 
Setelah selesai pelaksanaan KKN Saudara wajib menyampaikan laporan kepada 
kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya KKN. 

V[ENGJZIHKAN 

Dasar : Peraturan Bupati B uton Tengah Nomor : Tahun 2020. tentang 
lzin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata. 

Menunjuk Surat dari Nomor Tanggal Hal . 

SURAT IZIN K~LIAH KERJA NYATA (KKN) 
NOMOR : / /Bappeda/2020 

KOP SURAf HAPPEDA 

E. FORMAT SURAT IZIN KKN 

LAMPlRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR /Bappeda/2020 
TANGGAL 2020 

' - 


